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PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR: Z|^TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN SERTA TATA CARA PEMBAYARAN
PENUNDAAN DAN ANGSURAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,
Menimbang : bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan
ketentuan pasal 88 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Persyaratan serta Tata Cara
Pembayaran Penundaan dan Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara
Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 09);



17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang
Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor
30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN SERTA TATA
CARA PEMBAYARAN PENUNDAAN DAN ANGSURAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.



10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir aatau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
suat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang
terutang.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih hams
dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tetentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah
yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

22. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang atau tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan pajak.

23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.

24. Pembahasan Akhir Basil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah
pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas
temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak.

25. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang
diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang
ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan
dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

26. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa
keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan
petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah teijadi yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada
Negara/Daerah.



Tl. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.

28. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Tulang Bawang bertugas untuk membahas perbedaan antara
Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib
Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak.

29. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2
(1) Pembayaran pajak dilakukan di :

a. Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang; dan atau
b. Bank Lampung ;
c. sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT dan STPD.
(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan menggunakan SSPD.

Pasal 3

Jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan
hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau
penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan
SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.

(2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh
Bendahara Penerimaan.

BAB III
TATA CARA ANGSURAN

Pasal 5

(1) Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak
Daerah adalah :
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk

mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus
dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang
terutang bertambah, kepada Kepala Dinas Pendapatan;



b. mengisi surat pemyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran
yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh
koordinator dilapangan/Petugas Dinas Pendapatan;

c. jika Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pemyataan angsuran
dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan
pajak dengan Surat Paksa.

(2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :
a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus

diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo
pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah
pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda;

b. jika temyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena
keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat
dipertimbangkan oleh Kepala Dinas Pendapatan sepanjang Wajib
Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya
tersebut.

(3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang
bersifat insidentil.

BAB IV
SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENERIMAAN KEBERATAN

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan keputusan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima
seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

(2) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat,
Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi suatu keputusan, permohonan
maka Wajib Pajak dianggap diterima;

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima
seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau
penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di
luar kekuasaan Wajib Pajak.

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan
permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 7

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara
bulanan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.
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